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NIM : 2007190025

Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas . Program Pascasarjana
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1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan
lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada
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Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau
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KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena
atas karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas dari Program Doktor Hukum
Universitas Kristen Indonesia dengan judul : “EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK
HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
DALAM KEADAAN DARURAT”.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono dan seluruh civitas akademika
UKI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan studi ini. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Yang Amat
Sangat Terpelajar, Prof. Dr. John Pieris, Promotor sekaligus Kaprodi Program Doktor
lImu Hukum UKI yang telah membantu baik secara filosofis ilmu hukum maupun
analisis logis dan kritis, serta membimbing penulis untuk menyelesaikan disertasi ini
sesuai waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Yang Amat Terpelajar, Dr. Dian Puji N. Simatupang, Co Promotor
1, yang telah memotivasi penulis untuk belajar kembali ilmu hukum, khususnya terkait
keuangan negara sejak penulisan tesis saat magister sampai menuju penulisan disertasi
ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang Amat Sangat Terpelajar, Prof.
Dr. Chontina Siahaan, yang telah menambahkan nuansa sosiologis dan keadilan
terhadap penulisan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang
mendalam atas partisipasi rekan-rekan muda yang memberi masukan dan bantuan
teknis lainnya kepada Adinda Ida Bagus Tridarwata Yatnaputra, Adinda Muhammad
Ramadhani, dan Adinda Muhammad Najib yang selalu meluangkan waktunya dan
berdiskusi dengan Penulis. The best for last, Penulis mengucapkan terima kasih kepada
istri tercinta, Dr. Selvia Vivi Devianti yang selalu mendukung dengan penuh kasih.
Juga kepada anakku, Mega Permata Rajagukguk, yang baru saja menyelesaikan
Sarjana Ekonominya di Universitas Indonesia, Anakku kedua, Mutiara Permata
Rajagukguk dan Anakku ketiga, Benaya Wellington Rajagukguk yang sedang
melaksanakan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta anak
bungsuku, Marvella Fidelia Rajagukguk yang baru saja memasuki masa SMA. Tanpa
mengurangi rasa hormat, Penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama satu
persatu setiap sahabat, rekan, dosen, dan lainnya yang secara langsung dan tidak
langsung telah membantu Penulis menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta
penguasaan di bidang akademis, maka kualitas disertasi ini masih jauh dari
kesempurnaan akademis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis
menyampaikan permohonan maaf yang tulus apabila ada tulisan yang kurang berkenan
atau bahkan dianggap menyakiti para pihak. Sejujurnya Penulis hanya menyampaikan
pandangan akademis dengan pengetahuan yang amat terbatas.



Besar harapan Penulis agar disertasi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran penulis kepada perbaikan kualitas sistem hukum di Indonesia, terkhusus
untuk memicu gagasan-gagasan baru demi kepentingan pengaturan hukum negara yang
lebih berkeadilan dan bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana senantiasa
memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas
dan pengabdian kepada Negara dan rakyat Indonesia yang kita cintai dan Kita
banggakan.

Sekian dan terima kasih. Salam damai selalu. Merdekal!!.
Jakarta, 05 Oktober 2023
ucer Welington Rajagukguk
NIM: 2007190025
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ABSTRAK

Penanganan keadaan darurat seharusnya dilakukan dengan mengintegrasikan
politik hukum pengelolaan keuangan negara dengan standar pemeriksaannya.
Sistem hukum yang berkeadilan dan efektif diperlukan dalam membuat regulasi
untuk mengatasi kedaruratan. Selanjutnya, disaat masa darurat telah selesai, maka
regulasi yang lahir dalam mengatasi kedaruratan seharusnya direkontruksi sehingga
rumusan regulasi menjadi lebih berkualitas dan harmoni dengan regulasi lain yang
diberlakukan saat kondisi negara telah normal kembali. Pada prinsipnya, kebijakan
pengelolaan keuangan negara dalam keadaan darurat tetap mengedepankan prinsip
akuntabilitas dan transparansi, dengan tidak mengurangi wewenang pemeriksaan
oleh BPK yang disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi. Penelitian ini
membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: (a) apakah kebijakan politik hukum
Indonesia atas pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan
darurat sudah tepat menurut teori keuangan negara, teori keadilan, dan teori sistem
hukum, (b) mengapa kebijakan politik hukum Indonesia atas pengelolaan dan
pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat harus dibenahi, dan (c)
bagaimana ius constituendum kebijakan politik hukum Indonesia atas pengelolaan
dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat yang berkeadilan
dikonstruksikan. Studi in1 menerapkan metode penelitian normatif dan preskriptif,
dengan penguatan hasil melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan terjadi
ketidakharmonisan pengaturan dan implementasi hukum pada pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada saat darurat dan setelah normal, antara lain
terkait pengadaan barang dan jasa dan prosedur pemeriksaan pada masa pandemi
Covid-19. Selanjutnya, kebijakan politik hukum Indonesia belum menciptakan rasa
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan penegakan hukum terhambat dengan
minimnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kualitas substansi dan
budaya hukum dalam keadaan darurat maupun setelah masa darurat selesai.

Kata kunci: Politik Hukum, Keuangan negara, Keadaan Darurat.
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ABSTRACT

Handling emergencies should be carried out by integrating the legal politics of
managing state finances with auditing standards. A just and effective legal system
1s needed in making regulations to deal with emergencies. Furthermore, when the
emergency period has ended, the regulations that were issued in dealing with
emergencies should be reconstructed so that the formulation of regulations becomes
of higher quality and harmony with other regulations that were enacted when the
country's conditions returned to normal. In principle, the policy of managing state
finances in emergencies still prioritizes the principles of accountability and
transparency, without reducing the audit authority of the BPK which is adjusted to
the emergency conditions that occur. This study discusses three main issues,
namely: (a) 1s Indonesia's legal political policy on managing and auditing state
finances in an emergency situation appropriate according to state finance theory,
justice theory, and legal system theory, (b) why 1s Indonesia's legal political policy
on management and auditing of state finances in an emergency must be addressed,
and (c) how 1s the 1us constituendum of Indonesian legal political policies on the
management and auditing of state finances in a just state of emergency constructed.
This study applies normative research methods and prescriptive, with the
strengthening of the results through interviews. The results of the study concluded
that there was disharmony in regulation and implementation of law in the
management and responsibility of state finances during an emergency and after
normalcy, among others related to the procurement of goods and services and
mspection procedures during the Covid-19 pandemic. Furthermore, Indonesia's
legal political policies have not created a sense of justice for all Indonesian people
and law enforcement 1s hampered by the lack of public legal awareness and the lack
of quality of substance and legal culture in emergencies and after the emergency
period is over.

Keywords: Legal Politics, State Finance, Emergencies.
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